
GUBERNURRIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMO 6 TAHUN 2Ol9

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
PROVINSI RIAU

Menimbang : a.

5.

4.

3.

2.

b.

Mengingat | 1 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI RIAU,

bahwa dalam upaya menjamin dan meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah SakitJiwa Tampan provinsi Riau, maka diperlukan Standar
Pelayanan Minimal yang merupakan pedoman Uagi numafrSakit Jiwa Tampan provinsi Riau daiam mtberikan
pelayanan minimum kepada masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaaa dimal<sudpada huruf a dan humf b, perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Salit
Jiwa Tampan provinsi Riau.

Pasal 18 ayat (6) Undang_Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 61 Tahun 195g tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1O5Z tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumaterl
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang_Undang lLembaranNegara Republik Indonesia Tahun 195g Nomor 112-
Tambahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor
19461..

Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2OO9 tentarg pelayanan
Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2OO9
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO9 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)i
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit,(Lembaran Negara Republik Indonesia tulru., ZOO9 Nomo.
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof
5072
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8.

7.
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,4
Nornot 244, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O1i
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lemiaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5S89);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanai
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OOs
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OO7 tentangPetunjuk Teknis penn.lsunan dan penetapan Standai
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OOT
tentang Pedoman penyusunan Rencana pencapaian Standar
Peiayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaim"ana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Nege.i Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015 tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 20 19 Nomor 1S7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 201gtentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213):
Keputusan Menteri
129lMenkes/SK/ltl2008 tentanq
Rumah Sakit;

Kesehatan Nomor
Standar Pelayanan Minimal

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
MINIMAL RUMAH SAKIT JIU/A TAMPAN

STANDAR PELAYANAN
PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

L Daerah adalah prorinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah pemenntah provinsi Riau.



3.

5.

6.
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Gubernur adalah Gubernur Riau.
Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disebut RS Jrwa
Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan provinsi Riau.
Direktur adalah Direktur RS Jiwa Tampan provinsi Riau.
Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh
RS Jiwa Tampan kepada masyarakat yang meiiputi pelayaran
medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunlang meart,
pelayanan penunjang non medik, dan pela5ranan adirinistrasi
manaJemen.

Stardar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SpM
adalah spesifrkasi teknis tentang tolok ukur layanan min-imal yarrg
diberikan oleh RS Jiwa Tampan kepada masyarakat. "

Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk padatlngkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yurrg ai"ata, pit^t
dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengar_rtingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak tuir, ii#nutata penyelenggaraannya sesuai dengan standar operasional
prosedur dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai olehrumah sakit dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa
pelayanan kesehatan kepada masyafakat.

10. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keadaan/status dan memungkinkan dilakukan
pengukuran terhadap perubahan yang terjadi Jari waktu ke waktuatau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakanuntuk mengukur terjadinya perubahan terhadap b"i"u.J ,o.g".atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

11. Standar adalah nitai tertentu yang telah ditetapkan berkatan
dengan sesuatu yang harus dicapai.

12. Batas waktu pencapaian adalah waktu yang ditetapkan olehGubernur untuk mencapai target SpM RS Jiwa iampan.

9.

8.

7.

13. Definisi Operasional adalah uraian
menJelaskan pengertian dari indikator.

yang dimaksud untuk

14.Target atau Niiai adalah ukuran mutu atau kinerja yang
diharapkan bisa dicapai.

15. Pengawas Internal adalah satuan keda fungsional dari lingkupinternal rumah sakit dan bertanggung .1awib kepada ni."r..rr,
bertugas untuk melakuke
kegraln di .,-"h ;";;;# ":ff5i:3:::" :L.::1-"",:l*il
Minimal.

16. Pengawas Eksternal adalah
darilingkupeksternal."-^n':I?lol:o;.?:-_Hilin:iH:.1
Gubernur, bertugas untuk melakukan 

- p".r!.*.".., danpengendalian kegiatan di rumah sal<it agar sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal,
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(1)

(2)

(1)

(2)

pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsl
dan 

.pemahaman para pembuat kebijakan a.., pl_u".i ;j;"u"kesehatan pada RS Jiwa Tan
indikator kinerja, ukuran .,.,_tott 

t"tttt* definisi operasional,

waktu, serta cara perhitunsan p:"::::?l,i,T}lil;j1',iiil!ilil"
Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi RS JrwaTampan dalam melaksanak
pensendalian, p".,g.-.".,,* J;""*T3l;*fiilj:nill
penyelenggaraan Standar pelayanan Minrmal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III
JENIS PELAYANAN

pasal 3

RS Jiwa Tanpan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan
kesehatan 

_secara berkelanjutan dan berhasil guna dengan

::_L*:.:T:u"" upaya penyembuhan dan p"-i.,tt .., yr.,gquaKsanakan secara serasi, terpadu dengan r]p.ya p"*r]lihun
kesehatan dan pencegahan penyakit.

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang mnimal wajib disediakan oleh RS Jiwa Tampan, meliputi:

^ ::lilar"r,gawat darurat, yaitu p€tayanan yang dibutuhkandalam waktu segera (immediately) untuk _llry"tu*uikonkehidupannya (lifeiaving);

. f:1T:-"1 rawat jalan, yaitu- petayanan kepada pasien untukobselwasi, 
. 
diagnosis,_ pengobatan, rehabi-litasi' *"Aif.,-a.r,pelayanan kesehatan lainya tanpa tinggal di rawat inap; '

d. Pelayanan rawat inap jiwa, yaitu pelayanan kepada pasrenuntuk observasi, perawataa, diagnosis aengan' menimfatitempat tidur di ruang rawat inapj
e. P.elayalan rawat 

_inap 
jiwa fisik, yaitu pelayanan kepada pasien

Jlwa yang memiliki diagnosa penyakit frsik yang ai iuanj rawatrnap;

| ,, pelayanan kepada pasien
ng terdiri atas Rawat Inap
tasi Napza;



g. Pelayanan rehabihtasi ps
diberikan kepada pasien
{esenatan mental dan pen
orang dengan gangguan jiwt
akttvrtas hidup sehari_hari serta upaya proses integrasi sosial,peran sosral yang aktif dan peningkitin kualitas hid;p;u;,"rr;

h. Pelayanan konsultasi keperawatan Jlwa, yaitu pelavanan
keperawatan lanjutan dan spesifi k bagi pasie"i;;;"i;;;;",

i, Pelayaran psikiatrik forensik, yaitu pelayanan kedokreran
g:r_flil.ik, y""c diaptikasi,_,,.,t,_,i -"-U.i.,tu p"""g^f..Ji"n_
ctan peradilan;

j. Promosi kesehatan rumah sakit dan kesehatan jiwa berbasismasyarakat (PKRS dan
memberdayakal pasien,
manuslal pengunjung dan m
untuk berperan al<tif sert

:r,elduklnC.pe:ubahan perilaku dan iingkungaa serta menjagadan meningkatkan kesehatan menuju dlraja"t t 
"""t 

ut.i-yorrgoprimal;

k. Pelayanan radiologi, yaitu-.fh;;;;;-;;j;"i;; ;lflfpancaran atau radiasi
g.tomtar'rg 

"teti.o-;;A 
nal<an

1. Pelayanan
dlagrostik klinik' 

. 
yaitu pelayanan

sikan teknik pemeriksaan
. tenaga ahli patologi klinik untukmendukung penegakan diagnosa p".ry.kit au"" _u".J."_"r,pengobatan pasien;

m. Pelayanan rehabilitasi medik, 
- 
yaitu pelayanan kesehatanterhadap gangguan fisik uan rungsr yang drakibatkan olehke.ad_aaan/kondisi.sakit, penyakit 
"i." i"JE., *ii"l"i!.a"."rntervensi.medik, keterapian frsik dan atau rehabilitatii untukmencapai kemampuan lungsi yang optimai;

n. Pelayanan farmasi, yaitu pelayanan kefarmasian berupapenyediaan.dan pengelolaan obai, bahan ouut, dJ t""J"at .r,reagen, radio farmasi dar
seorang apoteker; 

r gas medis yang drpimpin oleh

o. Pelayanan.gizi, yaitu pelayanan asupan diit yang dilakukansecara berkesinambungan muiai dari perencanan diit hinggaevaluasi diit pasien;

p. Pelayanan rekam medik, Vatr
bukti tertulis sebagai aspel le
proses pelayanan kesehatan p
perawat atau tenaga kesehata

r. Pela) anan administrasi mi
orsanisasi yang dapat -il1'#-T ix# :1ffi T:fj:lpengaturan sumber daya yang ada Oi rrlmah ".tit 

*'g,i""



(i)

12)

meningkatkan kesehatar

511"r,"-ti";:;r;F;.r."1*T"1Xi:T1"#';it,nrJ,:-Jl[dan rasional untuk mencapai tujuan o.ganisasi y""g-1"frf,ditetapkan;

" l:t^1y--1T. , 
ambulans, yaitu petayanan mobilisasi terhadapkegawat daruratan termasuk eval<uasi medik dan araupelayanan rujukaa pasien dari tempat tinggal p..i"" il'."_unsakit.dan/atau pelayanan rujukan 

-pasien"i"ri 
r"_"r, 

""f,it rcrumah sakit yang Iebih mampu;
t. Pelayanan

perawatan 1

bedah jena

u. ana rumah sakit, yaitu
dan menyelenggarakan
perbaikan peralatan di

v. Pelayanan Centrai Steril Supply Departement (CSSD), yaltupelayanan sterilisasi yang sesual stanclaj dan memenuhikebutuhan barang sterii di iurr ah sakit;
* l:1*i","" laundry, yaitu pelayanan yang menyelenggarakanpengelolaaa dan pengendalian pemakaian fL"" Ai."_l'n 

"uiit;x. Pencegahan dan pensendalian Infeks.i (ppl), yaitu kegiatan yangdilakukan untuk meminimalkan resiko-'i;;aj_o"-'il[r.3i oi
:l:il -:"ki, 

yang meliputr; _ perencanaanJ pelaksanaan,pembnaan, pendidikar dan pelatihan, serta monitoring danevaluasi;

y 
I3_RS (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Rumah
llU',1: ^I-"]1" 

pelayanan Ierkair kesetamat"n. f .r"-#""'i..1",rrre satefy. paLjl.nr securjry. kesehatan pekeria, bahanberbahaya, sanirasi lingkungan, p."g."j.ii"ri-'tll.n,
pendidikan dan pelatihan; dan

z. Pelayanan Keamanan, yaitu pelayanan yang diberikan kepadapasien dan keluarga serta orai g-orang yang berada di RS JiwaTampaa dalam mendapatkan pelayanan.

pasal 4

Indikator, Standar, dan Rencana Tahunan pencapaian SpMtercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
lerpisahkan dari Peraruran Gubernur ini.

Penjeiasan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraruran Cubernur ini.
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BAB IV
PELAKSANAAN

pasal S

RS Jiwa Tampan wajib melaksanakan pelayalan kesehatan
sebagaimara dimaksud dalam pasal A ayat l2l.
Direktur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

lellanggrrng 
jawab masing-masing indikator SpM yang tercantum

*l]1:_.*.^,".u" Gubernur ini ditetapkan d"";;';;;;;r"""
L[reKtur.
Setiap. pelaksana pelayanan, berkewajiban membantumenyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SpM.Penyelenggaraal pelayanan sebagaimana aim'aksua Ori" *", to;dilakukan oleh pelaksana pelayanan dengan kualifikasi aanr<ompentensl sesuai ketentuan
RS riwa r.-pu,, ,"",.,:,".,".,,, T:X:H H:iiT:;:JST:il*""
rencana kerja dan anggaran, yang meliputi;
a. program kerja dan kegiatan;
b. target kinerja; dan

c. biaya indikatif dan renca:
tahunan. 

na peningkatan mutu pelayanan

l,:1"-T. 1f,:t 1".::** sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

::::.:::^_",:i 
Direkiur yslg dibanru oleh seriap unii kerjaperayanan dan administrasi, serta menerima berbagai masukan

1".t. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
Pembangunan Daerah dan perangkat Daeral yang membidangi
kesehatan, atau satuan kerja teknis iainnya.

pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan dal
kesehatan sesuai spM. 

am penyelenggaraan pelayanan

Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
a. sumber daya manusia;

b. pembiayaan;

c. saiana dan prasarana;

d pengembangan potensi;

e. kemampuan; dan

f prioritas daerah.

(7)

(1)

(2)
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BAB V
PEMBINAAN

Pasal 7

(i) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan
terhadap RS Jiwa Tampan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai
mekanisme kerjasama antara pemerintah
Pemerintah Kabupaten/Kota.

(1) berupa fasilitasi
dengan SPM dan
Daerah dengan

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi atas
Jiwa Tampan dalam rangka menjamin akses
kepada masyaral<at.

penerapan SPM di RS
dan mutu pelayanan

(1)

12)

pasal 9

Pemerintah daerah wajib mendukung pengembangan kapasitas
pelayanan RS Jiwa Tampan yang belum mar:npu mencapai SpM.
Dukungan pengembangan kapasitas pelayanan RS Jiwa Tampan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasiliras,
pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis,
pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sesuai
dengan peraturan perundang undangan, yang meliputi:
a. Perhitungan kebutuhan pelayanan rumah sakit sesuai SpM,

termasuk kesenjangan pembiayannya;

b. Penlr.rsunan rencana kerja dan staadar kinerja pencapaian targer
SPM;

c. Penilaian pengukuran kinerja; dan

d. Pen1,.usunan laporan kinerja daiam menyelenggarakan
pemenuhan SPM.

BAB III
PENGAU/ASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

(1)

paeal lO

Pengawasan pelaksanaan SpM dilakukan oleh pengawas Intemal
darl Dewan Pengawas RS Jiwa Tampan.

Pengawas Internal sebagaimana climaksud pada ayat (1)
berkedudukan langsung dibawah Direktur RS Jiwa Tampan.

(2)



(3)

(4)

I

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat 12)
bersama-sama pimpinan RS Jiwa Tampan untuk menciptakan dan
meningkatkan pengendalian internal.

Pengendalian internai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk membantu pimpinan RS Jiwa Tampan dalam hal
tercapainya prestasi kerja atau target kinerja agar sesuai dengan
SPM

(1)

pasal 11

Pengawasan eksternal terhadap RS Jiwa Tampan dilakukan Aparat
Pengawasan Intern pemerintah dan pengawas lainnya sesuat
ketentuan peraturan Perundang-undangan,

Pengawasan eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengawasi dan membantu pengendalian
pelayanan sesuai SPM

Bagia! Kedua
Pengawasan Eksternal

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 12

12)

RS Jiwa Tampan berkewajiban untuk
Iaporan pencapaian kinerja pelayanan
yang telah ditetapkan kepada Gubernur

menyusun dan menyampaikan
RS Jiwa Tampan sesuai SpM

setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PEMBIAYAAN

pasal 19

Pembiayaan SPM bersumber dari Anggaran
Daerah serta sumber lain yang sah dan
ketentuan peraturan Perundang-undangal.

Pendapatan dan Belanja
tidak mengikat sesuai
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Riau.

Ditetapkan di pekanbaru
pada tanggal 

SYAMSUA

Diundangka,r di Pekanbaru,
pada tanggal
SEKRETARIS RIAU,

NSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR ERAH PR
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